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L Pokok Porsoalan

Sejak dilerbitkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1$?3 tenrang Aparatur Sipil Hq*ra
yang sudah menegaskan bahra Fega*ai nen-ASN stcu n*m& lainny* *tjib diselesaiker
penataannya paling lambat Desernkr 2024 dan sejak Undang-Undang tenebut rauhi
berlaku Instansi Pemerintah dilarang mengangk*t peganti nqn-ASN atru n*ma lainnyt
selain Fegarvai A$H, namun Pexnerint*h Kabupaten Baagka belum optim*l ruelakukan

upaya konkrit terhadap penyelesaian pegarvai non-ASN {te$&gt honorerlksntraki hinggt
saat ini, terkhusus penyelesaian pegari'ai non-ASN itenagfl honore#'liontrak) yang tidal;

terdaftar dalarn pangkalan data (data base) tenaga non-ASN p*da EKN, Dengan belum

dilakukannya upaya penyelesaian ini tentunya akan herdampak terhadap legalitas

perencanaan anggaran dalam A.PBD dan pembayaran penghasilanlgajilupah/honomrium
pegawai non-ASN (t*naga h*norer/lcantrak) dirnakud. Apalagi hingga saat isri pegarv*i **n-
ASN {tenaga honcrerlke*tr*k} yang tidak terda&ar dalara pangk$an d*ta {data base) tenaga

non-ASN pada BKN masih melaksanakan tugaslpekerjaannya seperti bia*anya tanpa

didasari legalitas, baik dalam bentuk keputusan kepala daerah mtupun kontrak kerja mereka

untuk Tahun 2025,

II. PraAnggapan

Pemerintah Kabupaten Bangk* masih mempekerjakan peganui non-ASN dengan

mempertimbangkan akan ada kebijakan yang diberikan oleh Peinerintah Pusat dalam bentuk
regulasi yang akan mengakomodir keberadaan pegarvai non-ASN (tenaga honorerlkoutrak),

terkhusus penyelesaian pegarvai non-ASN (tenaga hanorer/kontrak) yang tidak terdaftar
dalam pangkalan data {data base} tenaga non-ASN pada BKN untuk diangkat sebagai

Pegawai Pemerintah Dengan Pedanjian Kerja Paruh Walqtu. Selain itu juga

mempertimbangkan faktor kemanusiaan apabila dilakukan pemberhentian terhadap mereka,

serta melihat prahek yang dilakukan oleh beberapa daerah kabupaten/kcta di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung yang juga masih mempekerjakan tenaga non-ASN (tenaga

honorerlkontrak) yang tidak terdafar dalam pangkalan data {data base} tenaga non-ASN
pada BKN fungga saat ini.

lII" Fakta dan Data

l. UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Dalam Undang-Undang ini mengatur, antara laiu :

a. Fasal I angka 14 "pe{anjian kerja adalah perjanjian a$tara pekerj#buruh dengan
pengusaha atau pemberi kerja yang memuat ;yarat-syarat kerja" hak, dan kewajiban
pra pihak";

b. Pasal 56 ayat ( I ) ' perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu (PKWT) atau perjanjian

kerja untuk wahu ti&k terteffu {PKWTT)";
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c. Pasal 59 ayat {2} "grerjanjian kerja untuk nuktn tcrt€nlu {PKlfT} tid*k d*p*t dirdrknn
untulc pekerjaan yang bersilst tetap";

d. Pasal 64 *'perusahaan dcSnt mcnyerahkan schagi*n peloksanasn p*kerjaan kepada
pcrusahmn lainnya melalui perjanjian p*nrharonga* pekcrjaan at*u penyedia*n j*sr
pekerja&uruh yrng dibuat secara terlula$"';

e. Pasal 88 ayat (2) "untuk mervujudkrn penghasilan yens mernenuhi penghidutrrn yang
layak b*gi kemsnusiaan), pemerintah menet*pkan kebijaknn pengupahan yang
mel indungi pekerja/buruh"';

f. Pasal 88 ayat (3) "kebijakan pengupahafl ye!19 rnefindungi pekerjarturuh, meliputi
*ntara lain upah minimum";

g. Pasal 89 ayat (l) "upah rninimum, terdiri atas upah minimunn berdasarkan wilayah
provinsi atau kabupatenlkota atau upah minimum berd*sarkan sellor pada *ilayah
provinsi atau kabupaten/kota.

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negana.

Dalam Undang-Undang ini mengatur, antara lain:
a. Pasal 66 "pegawai non-ASN atau ilama laiflnya *"jib diselesaikan penalaanfiya paling

lambat Desember 2A24 dan sejak Undang-Undang ini mulai berlaku Instansi
Pernerintah dilarang rnengangkat pegawai non-A$N atau nam& Iainnya selain Pegarvai
AS}l)'";

b. Penjelasan Pasal 66 '.yang dimaksud dengan "penataan" adalah temrasuk verifikasi,
validasi, dan pengangkatan aleh lembagayang benvenang";

c. Pasal 75 "pada saat Uadang-Undang ini mulai berlakr, semua peratwan perundang-
undangan yang meflrpakan peraturan pelakauaan d*ri Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil Negara dinyatakan masih tetap bertaku sepanjang
tidak bertentangan dengan ketentr:an datam Undang-IIndang ini.

3. Peraturan Pemerintah Nornor 35 Tahun ?021 tentang Perjaqjian Kerja Waktu Tertentu,
Alih Daya, Waktu Kerja, lYalctu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Dalam Peraturan Pemerintah ini mengatur, antara lain:

a. Pasal I angka l0 "Ferjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disingkat PKWT
adalah perjanjian kerja antara pekerja/bur*h dengan pengusaha untuk mengadakan
hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertenttf,;

b^ Pasal 1 angka 1l "Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu yang selanjutnya disingkat
PKWTT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk
mengadakan hubungan kerja yang bersifut tetap";

c. Fasal 15 ayat (1) "pengusah* wajih memberikan uang kompensasi kepada
pekerja/buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan PKWT',;

d. Pasai 18 ayat (l) "h.ylungan kerja antara perusahaan alih daya dengan pekerja/buruh
yang dipekerjakan, didasarkan pada PKWT atau PKWTT;

e" Fasal 40 ayat (l) "dalam hal tedadi pemrtusan hubungan kerja, pengusaha wajib
membayar uang pesangon dar/atau uang pengharyaan masa [e4a, *an uang
pexggantian hak yang seharusaya diterimd,.

4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Nomor
347 Tahun 2024 tenkng Mekaaisme Seleksi Pega*ai Pernerinah Dengan perj*njian
Kerja Tahun Anggaran 2024.

Keputusan ini rnenetapkan, antara lain :

a. Diktum Kedua "ketut*han p*ngadaan pegawai P3K TA 2024 diperuntukkan bagi
pegawai eks THK-ll etau tenasa Eon={S}f,;
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b. Diktum Keempat "tenaga non-ASfi sebagaimana dinraksud Dikturn Kedua terdiri atas

terdiri atas pefar+ai yaig terdaftar dalam pangkalan data (data base) tenaga non-ASN

pada EKN dai aktif Lekirja pada instansi pemerintah, serta pegaivai yang akif bekerja

pada instansi pemenntah paling scdikit 2.tahun terakhir secara terus menerus'"'

5. Keputusan Menteri Fendayagunaan Aparatur Negara dan Refomrasi Birokrasi Nomor

63{ fahun 2014 tentang Kriteria Pelamar pada Seleksi Peg*wai Pemerintah Dengan

Perjanjian Kerja Bagi *nagu Non-ASN yang Terdaftar dalam Pangkalan Data BKN

Tahun Anggaran?l}4.

Keputusan ini menetapkan, antara lain I

a. Diktum Pertama "renaga non-ASN yang terdaftar dalam pailgkalan daa (data base)

tenaga nsn-ASN pada nfU mengikuti seleksi P3K datrsm hal memenuhi kiteria tidak

menienuhi syarai gl,rtS) pada seleksi administrasi pengadaan P3K tahap I, tidak

rnemenuhi syarat {!MS) pada seleksi administrasi pengadaan CFNS atau belum

melamar pada seleksi pengadaan ASf i";
b. Diktum Ketiga "pelamar sebagaimana dirnaks*d Diktum Pertama melamar pada

jabatan : pengelola umum opirasional, operatcr layanan operasional, pengelola

layanan operasional, dan penata layanan operasional".

6. Keputu*an Menteri Fendayagunaan Aparatur Negara dan Refonnasi Birokrasi Nornor 16

Tahun 2025 tenlang Fegawai Pemerintah Dengan Perjanjian KerjaParuh Waktu'

Keputusan ini rnenetapkan, antara lain:

a. Dih-um Pertama *P3K 
Panrh Waltu adalah pegawai ASN yang diangkat berdasarkan

perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan k$tersediaan anggaran intansi
pemerintah";

b. Dikturn Ketiga "pengadaan F3K Paruh $fahu dilaksanakan u:rtuk mengisi kebutuhao
pada jabatan : gum dan tenaga kependidikan, trnaga kesehatan, tenaga taknis,
pengelola umum operasional, operator layanan operasional, pengelola layanan
operasional, atail penste layanan operasional"'

c. Diktum Kelima *pengadaan P3K Paruh 1{aktu dilaksanakan bagi pegawai non-ASN
yang terdaftar dalam pangkalan data (dafa base) tenaga non-ASN pada EKN.

7. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor :

B/185/n4sM.02.a3n022 tanggal 31 Mei 2Q22Hal $tatus Kepegaw*ian di Lingkungan
Instansi Pemerintah Pusat daa Daerah.

Surat ini berisi, antara Iain:

a. dalam rangka penataan ASN sesuai dengan peraturan perund*ng-undangan agar para
pejabat pembina kepegarvaian :

l. menghapus jmis kepegawaian non-A$N di lingkungan instansi masing*masing dan
tidak melalrukan perekrulan pegawai non-A$N;

2. dalam hal instansi pemerintah membutuhkan tenaga laiq seperti pengemudi, tenaga
kebersihan dan satuan pengamanan dapat dilakukan metatui-tenaga alih dela
(outsourcing) oleh pihak ketiga dan status tenaga alih daya (ouxourcing) tersebut
bukan merupakan tenaga honorer pada instansi ying bersangdtar

b. bagi pejaba! pembina kepegawaian yang tidak mengiadahkan amanat sebagaimana
tersebut di atas, dan tetap menganglet pegawai non-ASN akan diherikan sanksi
berdasarkan ketentuaa peraturan perurdaag-undanga* dan d*pat menjadi bagian dari
objek ternuan pmeriksaan bagi pengarras intemal maupuneksiemat pemerinfih.



8. Peraturan Bupati Bangka Nomor i8 Tahun 2023 tentang Kedudukan' Susunan

Organis*si, fugus d;-F;gri ,*tt* Tata Kerja Sekretariat Daerah Type A Kabupaten

Bangka.

Peraturan ini mengatur, antara lain :

Dalam pasal 32 mengatur bahwa "Bagian organisasi dipimpian oleh Kepala Bagian.yang

mempunyai t*er, ;;;U*nru sebalian tugas Asisten Administrasi Umurn dalam

melakanakan p"nyiup* pe**usa,t lcebijikan daerah, ptngoordinasian perumusan

t*tijutun Aaerair, pffiot*tn*ian pelaksanaan tugas per*ngkat daerah, pennantauan dan

evaluasi pelaksanaan"Gijakan daerah di bidang telembagaan dan analisis jabatan'

;-i;firripublik dan rara liksana, dau ki*erja da* refonnasi birokrasr'.

9. Feraturan Bupati Bangka Nomor 42 Tahun 2023 tenang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta ?ata Kerja Badan Daerah'

Peraturan ini rnengatur, antara lain :

Dalam Fasal 28 mengatur bahwa "Badan Kepegawaian dan Pe*gembangan Surnbe'Pry1

Manusia Daerah n[mpunyai tugas mernbaitu Bupati dalarr melakanekan fungsi

penunjang urusan pu**rint*t * OiUlOang kepegawaiy dan.pengembangan sumber daya

**uriu baerah yang menjadi kewenangan baerah dan pelaksanaan tugas pembantuan

yang dibedkerldidelegasikan kepada Daerah"-

10. Pedoman Indikator Indeks Pencegahan Karupsi Pemerintah Daerah dalam Monitoring

Center For Prevention (MCP) Kornisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2025.

Datram pedcman ter$ebd, disebutkan bah*a "pada area -qeilggatan 
,A.PIP- untuk

optimaliiasi pembina*n dan pengawasan melalui lnditator Indek Pencegahan Koruqli
pemerinah ilaerah &lam Ms*iiaring Center Far Preventian {MCF) d*larn tapik audit

pepggu*an anggaran honar*rium &n perjalana$ d|1*s denpan sassran perrcegahan

i*rj*'&nyu pengfr,naun anggaran honorarium dan perjalanan dinas yang fiktif darlaku

Ueipotensi'terjadinya kerurgian keuangan daerah, dengan catatan heuorarium yang

dimaksu{ antrra lain honorarium tenaga honorer dan pihak eketernal pemda"'

lY, Pembahasan

a. kebijakan larangan oleh Pemerintah Fusat untuk mengangkat tenaga honorer,/kontrak

bukan hanya setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 20 l'ahun ?023" namun sudah

diiakukan sejak lama, bahkan setelah terbitnya Peraturan Pernerintah Nomor 48 Tahun

3005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS, dan seiring dengan

perkembangan peraturan perundang-undangan terkail kepegarvaian, larangan tersebut
juga diatr:r kembali dalarn Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN beserta

turunannya, yakni Peraturan Pemerirtah Nomor l1 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS

dan Peraturan Femerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen P3K beserta

hirnbauan larangan yang dibuat metralui beberapa surat edaran Menteri, salah satunya

Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomrasi Birokrasi Nomor :

8i185,{\d,S}v1"02.il312022 tanggal 31 Mei 2$22llal Status Kepegawaian di Lingkungan
lnstansi Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam surat tersebut sudah ditegaskan bahrva
dalam rangka penataan ASN sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar para

pejabat pembina kepegarvaian rnenghapus jenis kepegawaian non-ASN di lingkungan
instansi masing-masing dan tidak melakukan perekrutan pegarvai non-ASN. Selain itu
juga ditegaskan bagi pejabat pembina kepegawaian yailg tidak mengindahkan
arnanat sebagaimana tereantum dalarn surat tersebut, dan tetap mengangkat
pegawai non-ASl{ skan diberikan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undang*u dan dapat menjadi bagian d*ri abjek temuan pemeriksaan
bagi pengaivas internal maupun eksternal Pemerintah.

Dencan terbitnl'a Undan-n-{-ndans Nomoi l0 Tahun 2023 tenta:rs ASN. laransan untuk

!



kembali. Apabila mencermati ketentuan yang diatur d*lam Patal 66 Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2023, dimanuada2 hal yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah,

yakni kewajiban untuk menyelesaikan penataan pegawai non-ASN atau nama lainnya

paling lambat Desember 2024 d*n sejak Undang-Urd*ng tersebut mulai berlaku Instansi

Pemerintah dilarang mengangkat pegawai nan-ASN atau nama Iainrya selain Fegarvai

ASN.

Kewajiban untuk menyelesaikan pc$atffm pegawai non-A$N atau nama lainnya paling

lambat Desember 2024, seharusnya menjadi perhatian bagi Pemerintah Daerah untuk

seg€ra mengambil kebijakarL berupa langkah-langkah konkrit terkait skema penyelesaian

penataan pegawai non-ASN sesuai batas waktu yang diberikan tersebuf bukan dibiarkan
berlarut-larut unpa kejelasan.

Selain itrl kata "dilarnng" dalam Urdang-Undang tersebut mengandung makna yang

berimplikasi hukum yang luas, yakni pada akhirnya aka* ada sanlai hukum, baik sanksi

hukum administrasi, maup*n dampak hukum pidan*.

Dan dalarn ketentuan Fnutup Undang-Undang dimakud mengatur bahwa pada saat

Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yailg
merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan
dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Artinya Peraturan Pemerintah, Peraturan

Fresiden, Peratwan Menteri, dan surat edaran sebagai kete*tuan pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2014 masih menjadi pedoman yaag wajib dilaksanakan
sepanjang tidalc bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomqr 20 Tahun
2023.

b. Setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 sebagaimana dimal$ud
dalam huruf a, Pemerintah Pusat melalui Kemanterian terkait menetapkan beberapa

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
sebagaimana telah disebutkan di ates yang merupakan petunjuk teknis/petunjuk
pelaksa:raan yang merjadi dasar h*kum bagi Pemerintah Daerah untuk nrelakukan
penyelesaian penataan pegawai non-ASH atau nama laianya.

Skema penyelesaian penataail pegawai non-ASN tersebut dilakukan dalam 2 (dua) tahap
melalui seleksi P3K, antara lain :

l. seleksi P3K tahap I mempedomani Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Eirokasi Nomor 347 Tahun 2024, Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refsrmasi Birclcresi Nomor 348 Tahun 2024;
dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refsrmasi Birokasi
Nomor349 Tahun 2024;

2. seleksi P3K tahap II mempedomani Keputusan Menteri Pendayagur:r*an A,paratur
Negara dan Reformasi Birokasi Nomor 634 Tahun 2024.

Fada seleksi P3K tahap I, kebutuhan pengadaan pegawai P3K TA 1024 diperuntukkan
bagi pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (data base) tenaga non-ASN pada
BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah, serta pegawai yang aktif bekerja pada
instansi pemerintah paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus menerus.

Yang menjadi persoalan adalah Pemerifttah Kabupaten Bangka tidak mengambil skema
kebijakan seleksi P3K ahap I, karena terkendala kemampuan/ketersediaan aflggaran
dalam APBD TA 2024 padz wahu itq sehingga pemerintah Kabupaten Bangka
menyampaikan surat penundaan untuk melaksaaakan seleksi p3K tahap I.
sedangkan untuk mengikuti seleksi p3K tahap II dengan mempedomani Keputusau
Menteri Pendayaguaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor e34 Tahun
2024,hanss rnemenuhi kiteria tidak memenuhi syarat (TMS) pada seleksi administrasi
pengadaan P3K tahap I, tid*k memenuhi syarat {TM$} pada seleksi administrasi
pengadaa* CPNS ataubelum melamarpada seleksi pengadaan A$N,



Apabila mencermati beberapa ketentuan teknis terseby'di atas,,sasaran penyelesaian

penataan pcgawar ,;;;ili atau nanla lainnya adalah pegawai non-ASN (tenaga

honorer/kontrrk) vo;';t;;;" a'l'* pu"sk;i;; oata {data Las*]j::"- non-AsN pada

BKNdanaktifbekerjirpadainstansipemertntah,sertapegawaiyangahifbekerjapada
instansi pemerifiah i"fi,,g1*Olfit 2 ialrun.terakhir secara terus menerus, bukan pada

pegatvai non-ASN (t:;;;; rlono"'r*ttak),vang tidak terdaflar dalam pangkalan data

{dara base) *.nogu noi-I3ir"p-a, eKN aan attiruekerJa pada irstansi pemerintah'

c.lerhadappegarvainon.ASN(tenagahonorert.}rontrak)yangtidakterdaftardalam
pangkatan rlata {daula** i.n*gu nln-{tN pada BKN dan aktiibekeria pada instansi

pemerintah, apabila menc-ermaf Surat Menterr Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Norncrr : B/1851}vt,5}14'02.031?022, yang menyebutkarr bahrva dalam

hal instansi pemedntah membutuhkan tenaga lain, seperti pe*gcmudi, tenaga kebersihan

dan satuan pengarnanen 6apat 4ilakukan raelalui fenaga'alih daya (tiutsourcing) oleh

pihak k*liga, namun siatus'tenaga alih daya (outsourJing) tersehut bukan merupakan

i.nrg* honorer pada instansi yang hersangkutan'

penyelesaian p€nataan pegarvai non-ASN (tenaga honorerikonlrak) dengan skerna alih

daya {outsourcingl ter$eblt dilakukan melaiui ierjanjian pemborongan pekerjaan atau

penyediaan jasa pekerja&uruh (pihak ketiga) bai-k tenag'. kerja/pegarvai dengan

pKWT1pKIVTT, yang dimaknai Uatr*a lrulunfan hrtu* Pemirintah Daerah bulian pada

masing-masing peganai secara personat, t*ta"pi pada perusahaan penyedia jasa (pihak

ketiga).

Nanrun jika skema ini yang dilakukan, akan terjadi pembengkakan anggaran untuk

penyediaan tenaga tu;uli.guo*i dimaksud, 
-karena otT berlaku ketentuan

iretenagakerjaan sebagaimana di'*tur rlalam Uniang-Undang Nomor 13 Tahun 2003'

Peraturan PernerintafiNomor 35 Tahun 2021 beserta ketentuan teknis turunannya'

dimana Pemenntah Daerah rvajib mernbayar upal#gaji sesuai standar upah rninimum

provinsi(LIMP),me*bayarTHR,menyedi*kanuangpesaflgondan'/atauuang
penghargaan masa kerja- dan uang pflnggsntlan hak yang seharusnya diterirna, serta hak-

hak tenaga te{dpega*'ai lainn-va-;es"ai-ketentuan yang berlaku. I}an jika skema ini yang

dilakukan, kemungkinan besar upaya penyelesaian peflataan pcgawai nan-AsN atau

namalainnyaadatarLpega,,rainun-asN(tenagahonoter{\onJyk)yangterdaftardalam
purgrr.r* artu laoa'Ulse; tenaga non-AS-n* pada BKN tidak dapat mengakomodir

ief,i*1, pegarvai non-ASN (tenaga honorer'ri<ontrak) yang ada'

selain itu, memperhatikan praktek penyelesaian peflal,aan pegawai non-ASN (tenaga

honorerltriontrak) yang dilakukan oleh'beberapa daerah kabupaten&ota di Indonesia, salah

satunys dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta, upaya penyelesaian penataannya

dengan skema pengadaan jasa layanan orang per orang (JLOP) -vang secara teknis

dilairsanakan oleh Bagian Pengadaan BaranglJasa'

Namun datram meiaksanakan kebijakan p*nyelesaian peilataen pegawai non-ASN (tenaga

honorerlkontrak) riengan skema alih daya (out sourcing) melalui jasa pihak ketiga atau

pengadaanjar* i*yunun orang psr orang {JLOP) ini harus clilakukan pemetaan kebutuhan

jabaran orglanisasi melalui Bagian Organisasi bersama BKPSnfuID berupa penyusunan

analisis jabatan, analisis beban kerja dan dirunruskan kebutuhan pegarvai dalam peta

jabatan. Dokumen-dokumen tersebut nantinya clijadikan dasar bagi Bagian Pensadaan

barang/Jasa untuk rnelakukan seleksi pengadaan pegarvai sesuai kebutuhan jabatan,

misalnS,a uatuk kriteria pengemudi, lenaga kebersihan dan satuan pengamanan dan lain

sebagainya.

d. upaya penyelesaian penataan pegarvai non-ASN {tenaga honorer/kontrak) yang tidak

terdaf,rr dalain pangkalan data {data base) tenaga non-ASN pada BKN dar aktif bekerja

pada instansi pen':erintah patut juga mempertimbangkan indikator indeks pencegahan

korupsi Pemerintah Daerah dalan: N4onitoring Center For Frevention (MCP) Komisi

Pemberantasan Korupsi 'l'ahun 2025, dimana kcnsen KFK terhadap pefiggunaan anggaran

honorarjurn tenaga honorer, karena jika Pemerintah Daerah keliru dalam mengambil

kebijakan dalam penyelesaian perataan peganai non-ASN (tenaga honore*kontrak) yang

tidak terdaftar dalam pangkatan data (data base) tenaga non-ASN pada BKN dan aktif

L
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bekerja pada instansi pem*rintah ini akan dipandang berpotensi terjadinya kerugian

keuangan daerah.

Y. Kesimpulan

a. berdasarkan beberapa ketentuan teknis sebag*i regulasi turunan dari Undang-Undang

Nomor Z0 Tahun ibZ: t*ntung ASN, sasaran penyelesaian penataan pegawai non-AfN

atau nama fai*ya aAafaf, pelawai non-ASN {tenaga hoqqrelkontrak} yang terdaftar

dalampangkalandata(dat*base}teflaganon-ASNpadaBKNdanaktifbekerjapada
instansi pemerintutr, ,*rtu p*p*ui yang aktif bekerja pada instausi pemerintah-paling

sedikit 2 tahun terakhir secara terus menerus, bukan pada pegarvai non-ASN (t*tgt
honorer/kontrat) yaCOak terdaftar datam pangkalan data {data base) tenaga non-ASN

pada BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah;

b. apabila Pemerintah Kabupaten Bangka tetap {,an mempekerjakan pegawai non-ASN

(Luaga hqnorer/konhak) yang tidalrterd*ftai dalam pangkalan data (data base) tenaga

non-.ISN pada BKN Aln ufrif bekerja pada instansl pemerintah 3*perti skema yang

dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya terpotensi akan dikenakan sanksi berdasarkan

ketentuan peraturan perundang'undangan dan dapat merrjadi bagiT. q*i,obi"k tTY
pemeriksaan bagi pengawas-internal ffiaupun eksternal Pemerintah, karena dalam

Undang-Undungllo*oi 20 Tahm ?0?3 sudah diegaskan balwa Pemerintah dilarang

mengrlgkat pepwai non'ASN etau nftma lainnya selain Pegawai; dan

c. pengarnbilan kebijakan penyelesaian pegawai non-ASN (tenaga honorer/kontrak) yang

tidak terdaftar dai; &giatan data'{&ta base) tenaga non-ASN padl lKN dengan

pertimbangan prinsip Lehitian-hatiun ugrr kebijakan yang diambil tidak bertenlangan

dengan ketentuan peraturan perundang-indangan, serta pengambilan kebijakan tersebut

tidak berdasartcan pa{a Aformasi/keteiangarlpeqielasan yang diberikan secara lisan tanpa

dasar hukum tertulis yang jelas dan tegas ierta dapat dipertanggungiarvabkan'

Y[. Sar*n

a. bersarna ini kami menyampaikan 2 (dua) opsi yang mungkin dapat menjadi pefiimbangan

dalam rangka menyetesai|an penataan p*gawui non-ASN ata[ nama lainnya, antara lain

sehagai berikut :

l. merumahkarlmemberhsn*kan ssmentam seluruh pegawai non-ASN (tenaga

honorerikontrak) yang tidak terdaftar dalam pangkalan data (data base) tenaga non-

aSU paOa fniq, rclaaf pegawai non-ASN (tenaga honorer/ksntrnk) yang tidak-

terdaftar dalam pangkalan data (data base) tenaga non-ASN pada BKN yang aktif

bekerja paOa peianfkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banglo pailnq

seditrt Ztah$; terakhir secara terus menerus, sampai adanya regulasi lebih lanjut dari

Pemerirtah Pusat yong mengatur peBataan pegawai uon-ASN (tenaga

honorer/kontrak) yaag tidak terdaftar dalam pargkalan dnta {data base} tenaga non'

ASN pada BKN. Namun tent*nya hal ini akan rneninrbulkan dampak keresahan sosial

**upun ekongrni, bagi pegawai yang bersangkutan atau bagi masyarakat pada

umumnya; atau

2.. tetaprnempekerjakan pegawai non-ASN (tenaga hanorerlk*ltrak) yang tidak terdaftar

dalam pangkatan OatalOata base) tenaga non-ASN pada BKNdeugan skema alih daya

(out sourcing) melalui jasa pihak ketiga alau pengadaanjasa layanan orang Fer ofilng

iffOpl sesrfi ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun kebijakan ini perlu

dikoordinasikan secara komprehensiidengan be$agai pihak, baik perangkat daerair di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangtq msupur inshrsi Pemerintah lair:nya'

b. terhadap pembayaran penghasilan/gaji&snorarium bagi pegawai non-ASN (teaaga

honorei/kontrak) yang tidahterdaftar dalam pangkalan date (data bas6) tenaga non-ASN

pada BKN dengan mekanisme langsrng kepada yang bersangkutan sepertr tahun-tahun

sebelumnya, tentunya akan riskan rneqiadi temuan apar$t pemeriksa dan akan berdampak

hukum di kemudian hari, karena legalitas keberadaan dan penyelesaian pegawai non-

a



AsN (tenaga honorerlkontrak) yang tidak terdaftar dalam pangkalan data (data base)

tenaga nonl'ASN pada BKN bclum pistifuelurn ada dasar hukumnya;

0. .lgar BKPSDMD Kabupaten Bangka melakukan pemaparan Jerhait upaya konkrit yang

harus diambif ,*nueoi lingkah peiyelesaian pegariai non-ASN (tenaga honorerlkontrak)

y*e ttot terdaftir ;;iil pangiutun_ oatr (riata base) tenaga non-ASl{ pada BKN

berdasarkan frasit l,onsuitasi dan-koordinasi mereka dengan Kementerian terkait' serta

**"yo:il,* data-data serta dokumen pendukung pegarvai non-ASN (tenaga

honorerlkontrak) di K;iru;;ten Bangka, baikyang terdaftar.dalam.pangkalan data (data

base}tenaganon.ASNpuausxN,*oupunyang,ti<takterdaftardalampangkalandata
(data base) tenaga nonlasN pada BK).{ t*i"tu lengkap tlan valid, termasuk ju'rlah,

idsntitas, peta sebaran p.i p*rangt'ut daerallu*it pera-nghat dacrah, dan lain sebagainya,

tennssuk data pegawai-ron-nSfr (tenaga honore#kr:ntrak] yang tidak terdaftar dalam

pangkalan data idata base) tenaga non-nSN pada BKN yang aktifbekerja pada perangkat

daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka paiing sedikit 2 tahun terakhir

secara terus menerus; dan

rL agar B*gian Organisasi Setda Kahupaten Bangka bersama BKPSDhD Kabupaten

Bangka segera meiakukan pemetaan ierhadap kJbutuhan jabatan organisasi perangkat

daer;h, **tutui penyusunan dokumen analisis jabatan/analisis beban kerja, termasuk peta

jabaran ,qebagai dasariacuan bagi Pemerintah Kabupaten Bangka. apabila- akan 
.telap

mempekerjaan pegarvai non-ASrt (tenaga honorerlkontrak) yang tidak terdaftar dalam

pangialan-data (d;ta hase) tsnaga'non-ASN pada BKN dengan skema alih daya (out

iouicingi melalui jasa pihak ketiga atau proguduu* jasa iayanan oraflg per orang (JLOP)

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian telaahan stal ini disampaikan, sebagai bahan pertimbangan Bapak Pj" Bupati

Bangka, selanjutnya mohon arahan dan petunjuk lebih lanjut, atas perhatiannya diucapkan

terima kasih.
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